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BAB1
PENDAHULUAN

1.1, LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Organisasi pemerintah dibuat oleh publik dan untuk publik, karenanya perlu
mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Pertanggungjawaban
(akuntabilitas) dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu akuntabilitas
(accountability), responsibilitas (responsibility), dan responsivitas

(responsiveness).

Akuntabilitas (accountability) digunakan untuk mengukur apakah sumber
daya publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana sumber daya public
tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya,
akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi
kebijakan program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan
apakah ada penyimpangan staf atau tidak efisien atau ada prosedur yang tidak
diperlukan.

Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang mekanisme "checks and
balance" dalam sistem administrasi. Akuntabilitas berarti menyelenggarakan
penghitungan (account) terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan.
Akuntabilitas sebagai kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku
penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya.
Lebih lanjut akuntabilitas merupakan konsep yang berkenaan dengan standard
eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh administrasi negara
(birokrasi publik). Akuntabilitas sering disebut juga sebagai tanggungjawab yang
bersifat objektif (objective responsibility).

Responsibilitas objektif (objective responsibility) bersumber kepada adanya

pengendalian dan luar (external control) yang mendorong atau memotivasi aparat
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untuk bekerja keras sehingga tujuan three Es (economy, efficiency, and
effectiveness) dan organisasi dapat tercapai.

Birokrasi publik dikatakan accountable manakala mercka dinilai secara
objektif oleh orang (masyarakat atau melalui wakilnya) dapat mempertanggung
jawabkan segala macam perbuatan, sikap, dan sepak terjangnya kepada pihak mana
kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki itu berasal.

Akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai kewajiban seseorang atau unit
organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber
daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban secara
periodik. Hal ini menunjukan bahwa akuntabilifas juga dapat dipandang sebagai
objektivitas respon {objektive résponsiveness) individu atau unit organisasi dalam
melaksanakan kebijakan yang diemban, sebab melalui pelaksanaan kebijakan
tersebut serta adanya pelaporan yang disusun secara periodik, akan memberikan
informasi bahwa sejauhmana pemahaman dan kertertarikan pelaku dalam
memahami kebijakan yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilakukan dengan
mendasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 1ndonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa, Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP,
adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang
dirancang wuntuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah
dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Badan Penelitian, Pengembangan
dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng melakukan penyusunan LKjIP Tahun
2022. Penyusunan Laporan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, dalam kaitannya dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan rencana strategis yang telah
ditetapkan.
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. penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi

daerah;

. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian, pengembangan

dan inovasi daerah;

pelaksanaan penelitian; pengembangan dan inovasi daerah;
pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah

kabupaten;

. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian,
pengembangan dan inovasi daerah;

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan
inovasi daerah lingkup pemerintahan kabupaten;

. pelaksanaan administrasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah

kabupaten; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1.2.4. Susunan dan Struktur organisasi.

-~ ® a o T w

> @

i.
J-
k.
l.

j.
k.
L.
m.

Kepala Badan

Sekretariat, membawabhi :

Sub Bagian Umum dan Keuangan;

Substansi Perencanaan;

Bidang Sosial dan Pemerintahan membawahi :
Substansi Sosial dan Budaya;

Substansi Kependudukan Pemberdayaan dan Desa;
Substansi Penyelenggaraan dan Pengkajian Peraturan;
Bidang Ekonoini dan Pembangunan, membawahi :
Substanst Ekonomi;

Substansi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
Substansi Pengembangan Wilayah Fistk dan Prasarana;
Bidang Inovasi dan Teknologi, membawabhi :

Substansi Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
Substansi Diseminasi Kelitbangan;
Substansi Difusi Inovasi dan Penerapan Teknolog,

e
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Sekretariat dan Bidang, masing — masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala
Bidang, yang semuanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.

1. Kepala Badan
2.  Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;

b. Substansi Perencanaan;
3. Bidang Sosial dan Pemerintahan membawahi :

a. Substansi Sosial dan Budaya;
b. Substansi Kependudukan Pemberdayaan dan Desa;

¢. Substansi Penyelenggaraan dan Pengkajian Peraturan;

4,  Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
a. Substansi Ekonomi;
b. Substansi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
¢. Substansi Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana,
5. Bidang Inovasi dan Teknologi, membawahi :
a. Substansi Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
b. Substansi Diseminasi Kelitbangan;
¢. Substansi Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;

Sekretariat dan Bidang, masing — masing dipimpin oleh secorang Sekretaris, Kepala
Bidang, yang semuanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Dalam menjalankan kegiatan operasional Badan Penelitian, Pengembangan dan
Inovasi Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1.2.5.URAIAN TUGAS

1.2.5.1. KEPALA BADAN.
Kepala Badan mempunyai tugas dan fungsi :




a. menyusun rencana kegiatan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Daerah berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati
serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan

d. merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah, berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

e. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan
penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;

f. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian, pengembangan
dan inovasi daerah;

g. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian kebijakan
lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;

h. merumuskan dan mengkoordinasikan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;

i. merumuskan dan mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas
pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;

j. merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan Badan
Kepegawaian di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Daerah;

k. merumuskan pengelolaan tata usaha, keuangan, dan aset, dilingkungan Badan
Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;

I. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (Renstra), Indikator Kinerja
Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Badan
Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;

m. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) di lingkungan Badan
Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;

n. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (SPIP) di lingkungan Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah,

0. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah
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p. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB)
dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah;

q. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya
sesuai bidang tugas dan permasalahannya;

r. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada Bupati melalui
Sekda; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1.2,5.2, SEKRETARIAT.

Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi

a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program Badan
Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah, serta ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;,

b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
mengkoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada
seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian, Pengembangan dan
Inovasi Daerah;

e. melaksanakan urusan surat menyurat, kevangan, rumah tangga, periengkapan,
kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;

f. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan
Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah;

g. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Badan,

h. melaksanakan tatausaha barang di lingkungan Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah;

i. menyusun rencana kerja, membuat laporan kegiatan dan membuat laporan
pertanggung jawaban keuangan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Daerah,;

j. menyusun dan mengkoordinasikan rencana anggaran Badan dan UPTD;

k. mengkompilasi bahan dan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT),
Perjanjian Kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

1. menyusun dan menghimpun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Badan Penelitian, Pengembangan dan 1novasi Daerah;
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h. memberikan dan melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian yang
meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan, formasi, bezetting pegawai,
berkala, pensiun dan menyusun data pegawai,

1. menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan
kesejahteraan pegawai,

j. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Badan,

k. melaksanakan dan melapotkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP),

1.  menyusun dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah,

m. menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan pertanggung
jawaban keuangan Badan;

n. menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan, pembukuan
perhitungan dan verifikasi serta perbendaharaan;

0. melaksanakan pengurusan admimtrasi keuangan yang meliputi penerbitan Surat
Penyediaan Dana (SPD), dan Surat Perintah Membayar (SPM),

p. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat
Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uang (GU), Tambahan
Uang (TU), serta menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM),

q. melakukan verifikasi SPP, verifikasi harian atas penerimaan, Akuntasi,
Pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai;

r. melaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1.2.5.5. BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas dan fungst:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Sosial dan Pemerintahan, berdasarkan data
dan program Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah serta
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

¢. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran
penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;

e. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial
dan pemerintahan;

f. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan
pemerintahan;

g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian
dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;

h. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;

i. pengelolaan data kePenelitian, Pengembanganan dan peraturan, serta
pelaksanaan pengkajian peraturan;

j.  pelaksanaan administrasi dan tata usaha badan;




k. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk
diterbitkannya ijin penelitian oleh instansi yang berwenang;

l. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya
kepada atasan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2.5.6. SUBSTANSI SOSIAL DAN BUDAYA

Substansi Sosial dan Budaya mempunyai tugas dan fungsi:
a. menyusun rencana kegiatan Substansi Sosial dan Budaya, berdasarkan data dan

program Bidang Sosial dan Pemerintahan serta ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;
memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi
pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan
budaya, meliputi aspek-aspek, sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan
dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, dan kesehatan;

e. melaporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan, dan

f.  melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2.5.7. SUBSTANSI KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Substansi Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Substansi Kependudukan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, berdasarkan data dan program Bidang Sosial dan
Pemerintahan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

¢. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi
pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan,
pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan
masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa,
aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha
Milik Desa;

¢. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan

f melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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1.2.5.8. SUBSTANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PENGKAJIAN PERATURAN

Substansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Substansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan, berdasarkan data dan program Bidang Sosial dan
Pemerintahan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum,
kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketenteraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

€. penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru
dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;

f. melakukan pengelolaan data kePenelitian, Pengembanganan dan peraturan;

g. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk
diterbitkannya izin penelitian oleh instanst yang berwenang;

h. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

e

1.2.5.9. BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiataan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, berdasarkan
data dan program Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah serta
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian
dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;

¢. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi
dan pembangunan;

f. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan
pembangunan,

g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;

h., penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan pemerintah dacrah di bidang ekonomi dan pembangunan;

i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;

j. melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya kepada atasan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

o
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1.2.5.10. SUBSTANSI EKONOMI

e o

Substansi Ekonomi mempunyai tugas dan fungsi:
menyusun rencana kegiatan Substansi Ekonomi berdasarkan data dan program
Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta ketentuan Peraturan Perundang-
undangan
memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi
pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi meliputi
aspek-aspek koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan,
dan Badan Usaha Milik Daerah;
melaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1.2.5.11. SUBSTANSI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Substansi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan

fungs: :

a.

menyusun rencana kegiatan Substansi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup, berdasarkan data dan program Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta
ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi
pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya
alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, perikanan,
lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perkebunan;
membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya
kepada atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oieh atasan.

1.2.5.12, SUBSTANSI PENGEMBANGAN WILAYAH FISIK DAN

PRASARANA

Substansi Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana mempunyai

tugas dan fungsi :

a.

menyusun rencana kegiatan Substansi Pengembangan Wilayah Fisik dan
Prasarana, berdasarkan data dan program Bidang Ekonomi dan Pembangunan
serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi
pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan
wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan
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permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan,
komunikasi dan informatika;

¢. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya
kepada atasan; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1.2.5.13. BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Inovasi dan Teknologi, berdasarkan data
dan program Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah serta serta
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

¢. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran
penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi
dan teknotogi;

€. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;,

f. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi
dan teknologi,

g penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang
inovasi dan teknologi;

h. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian
dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan
teknologi;

j. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang
inovasi dan teknologi;

k. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil

kePenelitian, Pengembanganan;

pelaksanaan administrasi dan tata usaha;

m. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan,

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

bt

1.2.5.14. SUBSTANSI INOVASI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

Substansi Inovasi dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas dan
fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Substansi Inovasi dan Pengembangan Teknologi,
berdasarkan data dan progran Bidang Inovasi dan Teknologi serta ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

¢. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;,
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o

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi
pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang
inovasi dan teknologi.

melaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1.2.5.15. SUBSTANSI DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Substansi Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas dan

fungsi :

a.

o o

menyusun rencana kegiatan Substansi Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi,
berdasarkan data dan program Bidang Inovasi dan Teknologi serta ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi
pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi
dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.

melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1.2.5.16. SUBSTANSI DISEMINASI KELITBANGAN

Substansi Diseminasi KePenelitian, Pengembanganan mempunyai tugas dan

fungsi :

a.

BE oo

menyusun rencana  kegiatan Substansi Diseminasi KePenelitian,
Pengembanganan, berdasarkan data dan program Bidang Inovasi dan Teknologi
serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta diseminasi jenis,
prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat
Inovatif;

Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil KePenelitian, Pengembanganan;
fasilitasi hak kekayaan intelektual;

melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

(Struktur/Bagan Organisasi Badan Peneiitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng terfampir).

1.3. SUMBER DAYA ORGANISASI

Jumlah Pegawai Negeri di Lingkungan Badan PenelitiaPengembangan dan Inovasi

Daerah Kabupaten Buleleng sebanyak 30 orang, dengan perincian sebagai benkut : .
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Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

b. Pasca Sarjana : 8 Orang
b. Sarjana : 11 Orang
¢. Diploma : 1 Orang
d. SLTA : 10 Orang
e. SLTP : - QOrang
f. SD .~ QOrang
Jumlah Pegawai Menurut Golongan
a. Golongan 1V : 5 Orang
b. Golongan III . 15 Orang
¢. Golongan I1 : 10 Orang
d. Golongan I :- Orang
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural/Fungsional
a. Eselon 11 : 1 Orang
b. Eselon 111 :3 Orang
¢. Eselon IV ;1 Orang
d. Pejabat Fungsional  : 10 Orang

Diklat Teknis Fungsional dengan rincian :
a. Pengadaan barang danjasa : 3 Orang

Diklat Penjenjangan dengan rincian :

a. Diklatpim IV 3 orang
b. Diklatpim 111 1 orang
c. Diklatpim Il 1 orang

Jumlah Pejabat Struktural Yang Ada dan Harus Ada
Tabel. 1.1. Pejabat Struktural yang ada dan harus ada

No Uraian Nama Jabatan Nama Pejabat
1 2 3 4
1. | Kepala SKPD Kepala Badan Drs. Made Supartawan, MM
2. | Sekretariat Sekretaris Badan Made Suharta,S. Kom, MA P
Perencana Ahli Muda Yuni Totaliana, SP.
Kasubag Umum dan Nyoman Yudani, SE.
Keuangan
3. | Bidang Sosial dan Pit. Kepala Bidang Sosial dan | Made Suharta,S.Kom, MA.P.
Pemerintahan Pemerintahan
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Peneliti Ahli Muda Substansi | 1 Gede Putu Wirata, S.Sos.
Kependudukan,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa .
Peneliti Ahli Muda Substansi | [ Nyoman Pande Sumertha,
Penyelenggaraan SE.
Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan
Peneliti Ahli Muda Substansi | Ketut Arsudipta, SE.
Sosial dan Budaya
4 | Bidang Ekonomi dan Kepala Bidang Ekonomi dan | I Gusti Ngurah

Pembangunan Pembangunan Purnawirawan, SE.ME.
Peneliti Ahli Muda Substansi | Luh S Eka Sari, SE.
Ekonomi
Peneliti Ahli Muda Substansi | Ni Made Sumbertiasih,
Sumber SE.MM.
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
Peneliti Ahli Muda Substansi | Made Anik Widyastuti, ST.
Pengembangan Wilayah MM
Fisik dan Prasarana

5 | Bidang Inovasi dan Kepala Bidang Inovasi dan | Made Mira Tri Yulia Ida

Teknologi Teknologi Justisiana, ST. MAP.
Peneliti Ahli Muda Substansi | 1 Putu Adhy Wicaksana
Inovasi dan Pengembangan | Indra Saputra, S.Kom.
Teknologi M.Kom
Peneliti Ahli Muda Substansi | I Gede Suardika, SE.
Difusi
Inovasi dan Penerapan
Teknologi
Peneliti Ahli Muda Substansi | Drs. Made Roy Astika,
Diseminasi Kelitbangan Amd.

1. Jumlah Tenaga Kontrak Kerja
Tabel. 1.2 . Jumlah Pegawai Kontark Pada Badan Penelitian, Pengembangan
dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng

No Status Pegawai Jumlah Satuan
1 | Tenaga Kontrak Kerja 31 Orang

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan urusan
Penelitian dan Pengembangan adalah cukup memadai. Jumlah sarana dan

prasarana (Asset) urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng yang
digunakan sebanyak 706 barang dengan nilai barang sebesar Rp 3.060.683.108,41
terdiri dari peralatan dan mesin, gedung dan bangunan jaringan, dan asset tetap

lainnya,
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Rincian Sarana dan Prasarana (Asset) Urusan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Buieleng dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.3. Kondisi Sarana dan Prasarana Urusan Penelitian dan Pengembangan

Tahun 2022
Kode Jumlah
GOL | Bidang Nama Bidang Barang
Barang Barang Harga
1 2 3 4 5

01 1.3.1.01. | TANAH - i

02 PERALATAN DAN MESIN 624 2,303.647.828,41
, i

1.3.2.02. | Alat Angkutan ‘ 40 770.668.000,00
1.3.2,03, | Alat Bengkel Dan Alat Ukur 5 6.275.000,00
1.3.2.04. | Alat Pertanian 2 25.740.000,00
1.3.2,05. | Alat Kantor Dan Rumah Tangga 382 590.618.718,41
1.3.2.06. | Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar 33 112.262.250,00
1.3.2.08. | Alat Laboratorium 40 3.000.000,00
1.3.2.09. | Alat Persenjataan 16 3.200.000,00
1.3.2.10. | Komputer 106 791.883,860,00

03 GEDUNG DAN BANGUNAN 9 246.270.000,00
1.3.3.01. | Bangunan Gedung 9 246,270.000,00

04 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN ) 388.728.830,00
13.4.03. |Instalasi - 2 68.877.530,00
1.3.4.04. |Jaringan 6 319.851.300,00

3 ASET TETAP LAINNYA 24 1.928.300,00
1.3.5.01. |Bahan Perpustakaan 24 1.928.300,00
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1.3.5.02, |Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 0 0,00

06 IKONSTRUKSI DALAMll’ENGERJAAN ) -

TOTAL 665 | 2.940.574.958,41

Sumber Data: Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Tahun 2022

1.4. ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis faktor eksternal, internal, potensi, dan permasalahan

Penelitian dan Pengembangan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang
dihadapi dalam melaksanakan pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Daerah lima tahun ke depan adalah:

a. Hasil — hasil penelitian dan pengembangan di Kabupaten Buleleng belum
sepenuhnya dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan
pembangunan.

b. Pengembangan inovasi dan teknologi di Kabupaten Buleleng belum melalui
proses pengkajian.

¢. Masyarakat belum mengetahui hasil — hasil penelitian yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Buleleng.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, LKjIP Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

Kabupaten Buleleng Tahun 2022 disusun dengan Sistematika Penulisan scbagai
berikut:




BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategis) yang
sedang dihadapi organisasi.

BAB I PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja yang
bersangkutan,

BAB ITI AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini menjelaskan tentang akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran.
BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan ringkasan capaian indikator kinerja, faktor-faktor
pendukung/penghambat capaian kinerja, dan solusi yang telah dilakukan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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BAB 11
PERENCANAAN KINERJA

2.1, RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan
dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-
banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha
melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang
terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan
instrument pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal
untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini
merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain
agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap
berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian rencana
strategis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
merupakan Rencana Induk (master plan) yang komprehensif tentang bagaimana
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng akan
mencapai misi dan tujuannya.

Rencana Strategis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang
mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng
2017-2022. Renstra Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah disusun
sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama masa
berlakunya RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022 berdasarkan visi, misi,
tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan
program dan kegiatan.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Daerah

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan
dalarmn RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 — 2022 maka Badan Penelitian,
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Pengembangan dan Inovasi Daerah menetapkan | (satu) tujuan yaitu meningkatnya
kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas juga merupakan perwujudan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor
03 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Daerah. Dalam hal ini Badan Penelitian, Pengembangan dan
Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng tugas untuk membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Badan Penelitian, Pengembangan dan
Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :
1. Terwujudnya penelitian daerah yang berkualitas
Dengan indikator sasaran : Persentase pemanfaatan hasil
daerah
2. Meningkatnya kualitas pengembangan dan inovasi daerah.

penelitian

Dengan indikator sasaran Persentase pemanfaatan  hasil

pengembangan dan inovasi daerah.
periode Renstra 2017 — 2022 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Daerah Kabupaten Buleleng

Target Capaian Tahunan Target
. . Akhir
No Tuojuan Sssaran Indikator Satuan Periode
2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2022 | oo
1. Meningkatnya Terwujudnya Perseniase Yo 50 55 60 65 70 70
kualitas penelitian daerah pemanfaatan hasil
penelitian, yang berkualitas penelitian daemah
pengembangan
dan inovasi daerah
Meningkatnya Persentase % 30 30 30 30 30 30
kualitas pemanfaatan hasil
pengembangan dan | pengembangan dan
inovasi daerah inovasi daerah
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2.1.2. Strategi dan Kebijakan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Daerah

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi. Di dalam
mewujudkan visi dan misi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng, ditempuh dengan strategis yaitu :

1. Mendorong terwujudnya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan

kelitbangan dengan berbagai lembaga/institusi kelitbangan,

2. Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Penelitian,

Pengembangan dan Inovasi Daerah.

3. Mendorong meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.
4, Melakukan difusi dan meningkatkan desiminasi pengembangan inovasi
daerah.

Kebijakan adalah arah dan tindakan yang diambil untuk mencapai
tujuan. Dengan berpedoman pada kedudukan, tugas, dan fungsi serta ruang lingkup
kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka kebijakan
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng sebagai
acuan pelaksanaan program kerja lima tahun ke depan meliputi : |

1. Meningkatkan jaringan sistem dan mekanisme kerja sama sebagai
bagian dari pengembangan pelayanan pembangunan, dan perlindungan
kepada masyarakat.

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kajian/penelitian sebagai bahan
perumusan kebijakan pembangunan daerah.

3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Bimtek,
Diklat dan rekruitmen tenaga fungsional keahlian.

4. Mengembangkan teknologi dan membangun jaringan informasi

2.1.3. Program dan Kegiatan
Pencapaian indikator sasaran Penelitian dan Pengembangan tersebut
dilakukan melalui 1 (satu) program utama yaitu Program Penelitian dan

Pengembangan dengan 4 (Empat) Kegiatan dengan 13 (Tiga Belas) Sub Kegiatan.
Sedangkan program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota memiliki 5

(lima) kegiatan dengan 18 (Delapan Belas) Sub Kegiatan pendukung. Program dan
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
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A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

¢. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanar/ Triwulanan/
Semesteran SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Periengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

A O

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
€. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratiuran Perundang-undangan
f.  Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
¢. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operational atau Lapangan
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
B. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengkajian
a. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penctapan Peraturan Baru
dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
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b. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian
Peraturan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
a. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
b. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
¢. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
3. Penelifian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
a. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
b. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

c. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
d. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

a. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan
Inovasi

b. Uji Coba dan Penerapan Rancangan Bangun/Model Replikasi dan
Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

¢. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
d. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Tabel 2.2. Target Anggaran Program dan Kegiatan Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022

No Uraian Belanja Rencana Anggaran Persentase
(Rp)
1 2 3 4
1 | Belanja Tidak Langsung 3.939.967.780,00 61,06
2 | Belanja Langsung 2.512.581.057,00 38,94
a | Belanja Pegawai 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 2.441.055.422.00 37.83
¢ | Belanja Modal 71.525.635,00 1,12
Jumlah : 6.452.548.837,00

2.2. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja dilakukan setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran
dan ditandatangani oleh pimpinan SKPD. Penetapan kinerja tersebut memuat pernyataan
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yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja,
program/kegiatan, dan anggaran. Dengan dasar Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA)
Tahun 2022 maka disusunlah penetapan kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan
Inovasi Daerah Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Penetapan Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Dacrah

Tahun 2022

No

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinetja

Target

Program /
Kegiatan

Anggaran (Rp)

2

3

5

Terwujudnya
Penelitian
Daerah

yang
Berkualitas

Persentase
Pemanfaatan
Hasil
Penelitian
Daerah

70 %

Penelitian dan
Pengembangan

1.164.846.274,00

2 Rekomendasi

Perumusan
Rekomendasi
Atas Rencana
Penetapan
Peraturan Baru
dan/atau Evaluasi
terhadap
Pelaksanaan
Peraturan

113.987.097,00

1 Laporan

Fasilitasi dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Kegiatan Data
dan Pengkajian
Peraturan

41.643.430,00

1 Dok

Penelitian dan
Pengembangan
Pendidikan dan
Kebudayaan

135.054.320,00

1 Dok

Penelitian  dan
Pengembangan
Pariwisata

176.260.800,00

1 Dok

Penelitian  dan
Pengembangan
Tenaga Kerja

67.762.870,00

1 Dok

Penelitian dan
Pengembangan
Koperasi, Usaha

106.864.570,00
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Kecil dan
Menengah

1 Dok

Penelitian dan
Pengembangan
Perindustrian dan
Perdagangan

52.557.000,00

1 Dok

Penelitian dan
Pengembangan
Lingkungan
Hidup

70.283.640,00

1 Dok

Penelitian dan
Pengembangan
Pekerjaan Umum

91.512.010,00

Meningkatnya
Kualitas
Pengembangan
dan Inovasi
Daerah

Persentase
Pemanfaatan
Hasil
Pengembangan
dan Inovasi
Daerah

30%

308.920.537,00

1 Dok

Penelitian,
Pengembangan
dan
Perekayasaan di
Bidang
Teknologi dan
Inovasi

168.256.983,00

3 Laporan

Uji Coba dan
Penerapan
Rancang
Bangun/Model
Replikasi dan
Invensi di Bidang
Difusi  Inovasi
dan  Penerapan
Teknologi

69.238.613,00

1 Laporan

Sosialisasi  dan
Diseminasi
Hasil-Hasil
Kelitbangan

39.208.541,00
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Fasilitasi Hak| 32.216.400,00
Kekayaan
Intelektual

2.3. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen  yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
waktu [ tahun. PK merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (pencrima amanah)
dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan PK ini adalah untuk mendorong komitmen
penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan
kinerjanya. PK juga berfungsi untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk
menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berikut adalah
tabel Perjanjian Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

Kabupaten Buleleng
No| Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
| 2 3 4 5
1. [Terwujudnya Persentase Pemanfaatan Persen 70 %
Penelitian [Hasil Penelitian Daerah
Daerah yang
Berkualitas
2. Meningkatnya Persentase Pemanfaatan Persen 30%
Kualitas Hasil Pengembangan dan
Pengembangan dan {Inovasi Daerah
Inovasi Daerah
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BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 rahun 2014 dan Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014, pengukuran kinerja
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dilakukan
dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian
Kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan
hasil-hasil utama dalam kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain

yang relevan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Capaian Kinerja Organisasi
dilakukan Pengukuran Kinerja yang dilakukan dengan cara :

. Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang
dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan
APBD 2022.

2. Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan
sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana
Strategis SKPD.

Sasaran kinerja dan pelaksanaannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian
Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
tampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Daerah Kab. Buleleng Tahun 2022

No | Sasaran Strategis | Indikator Kinefa Target | Realisast | Capaian

(o) (o) (%)
1 2 3 4 5 6
1 [Terwujudnya Persentase 70 100 153,85

Penelitian Daerah Pemanfaatan Hasil
vang berkualitas Penelitian Dacrah

Leporan Kinerfa Instansi Pemerintah Badan Penelitian, Pengembangan dan inovasi Daerah Kab. Buleleng Tahun 2021 Page 18




2 [Meningkatnya Persentase 30 100 333,33
K ualitas Pemanfaatan Hasil
Pengembangan dan Pengembangan dan
Inovasi Daerah Inovasi Daerah

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa kinerja owcome Urusan Penelitian
dan Pengembangan melebihi dari target yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng maupun
dalam Renstra Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2022. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Penelitian dan
Pengembangan pada tahun 2022 adalah 93,31

Data Penelitian yang dihasilkan sudah dapat dikategorikan sangat baik. Nilai
IKM dikatakan sangat baik jika nilainya berada pada rentang 81,25 — 100, dan nilai IKM
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah tahun 2022 sebesar 93,31 masuk
dalam rentang tersebut.

Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 03 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Daerah, sechingga keberadaan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng baru berumur 2 (dua) tahun. Perbandingan capaian kinerja Badan
Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten dari Tahun 2021 — 2022
seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Kinefja Tahun 2021 -2022

2021 2022
No | Sasaran Strategis Inc?:katpr Target |Realisasi Target Realisasi Target | Realisasi Targat | Realisasi
Kinena Lo ... | Perseniase | Persentase g i Persentase | Persentase
Nilai | Nilai ) X Nilai | Nilai . .
A 7. | kenaikan | kenaikan [ 7. - kenaikan | kenaikan
Kinenja| Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinenja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1 | Terwujudnya Persentase 65 100 0 0 70 160 5 153,85
Penelitian Pemanfaatan
Dacrah yang Hasil
berkualitas Penelitian
Daerah
2 | Meningkatnya Persentase 30 100 0 0 30 100 0 333,33
Kualitas Pemanfaatan
Pengembangan Hasil
dan Inovasi Pengembangan
Daerah dan Inovasi
Daerah
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Untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan
perencanaan Jangka Menengah SKPD dan seberapa jauh yang telah dicapai pada tahun
2022 disajikan dalam tabel Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode
Rencana strategis berikut :

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD / RENSTRA

2017-2022
Terget Realisasi
Sasaran Indikator Akhir Tingkat
Kinega | RPIMD 15000 | 2021 |Jumiah|Kemajuan
/Renstra
Terwujudnya | Persentase 70 100 100 200 [285,71%
Penelitian Pemanfaatan
Daerah yang| Hasil
berkualitas Penelitian
Daerah
Meningkatnya | Persentase 30 100 | 100 200 | 666,67
Kualitas Pemanfaatan
Pengembangan | Hasil
dan Inovasi | Pengembangan
Daerah dan  Inovasi
Daerah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sampai dengan tahun 2022 indikator
kinerja peningkatan kinerja di Bidang Penelitian dan Pengembangan sudah tercapai 100
% dari target akhir periode renstra sebesar 70 % atau 285,71 %. Hal ini disebabkan oleh:
1. Terwujudnya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan
dengan berbagai Lembaga/ Institusi Penelitian dan Pengembangan;

2. Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Penelitian, Pengembangan dan
Inovasi Daerah,; '

3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah;

4. Terlaksananya difusi dan diseminasi pengembangan inovasi daerah.
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3.2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Belanja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 6.231.701.283,00
atau sebesar 96,58 %. Dengan nilai indeks kepuasaan pengguna data sebesar 93,31 %
atau masih dalam kategori A (sangat baik).

Pelaksanaan program dan kegiatan secara fisik telah selesai dan sesuai dengan
target yang ditetapkan. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi anggaran Urusan
Penelitian dan Pengembangan per program dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
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BABIV
PENUTUP

!

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 pada umumnya dapat
dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan tercapainya semua target dimasing-masing kegiatan.

Dengan demikian keberhasilan yang dicapai tersebut tidak terlepas dari hambatan-
hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi
dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala‘hambatan yang dijumpai, sehingga
diketahui penyebab timbulnya hambatanhambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal
tersebut Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng berusaha
mencari solusi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut
dapat diminimalisir.

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 yang dilihat melalui Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
di Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2022 tercapai sebesar 93,31 yang
dikategorikan sangat baik, karena nilai IKM tahun 2022 berada pada rentang nilai sangat baik
yaitu 81,25 - 100,00.

Pencapaian target tersebut didukung dengan pelaksanaan 1 (satu) Program utama dan
1 (satu) program pendukung dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 6.452.548.837,00
dengan realisasi sebesar Rp. 6.231.701.283,00 atau 96,58 %.

4.1, PERMASALAHAN

Permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2022 dalum rangka

mewujudkan Sasaran dan Tujuan adalah :

1) SDM yang dimiliki masih kurang dalam hal kuantitas, dari segi kualitas SDM peneliti
yang ada saat ini merupakan hasil penyetaraan dari jabatan struktural sebelumnya;

2) Pekerjaan swakelola tipe 2 masih pertama kali dilaksanakan sehingga terjadi
keterlambatan beberapa administrasi keuangan/SPJ,

3) Kesiapan dan ketepatan waktu Tenaga Ahli dalam memberikan/menyampaikan materi
belum tepat waktu;

4) Jangka waktu pelaksanaan kajian yang minim mengingat perubahan anggaran baru
bisa dilaksanakan mulai bulan nopember 2022,




4.2. SOLUSI

Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu :

1) Perlu disusun Anjab dan ABK terkait Jabatan Peneliti pada Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Dacrah,;

2) Koordinasi lebih intensif kepada Tenaga Ahli;

3) Pelaksanaan kajian agar diupayakan dilaksanakan minimal pada triwulan 1],
sepanjang sifat kegiatan tidak mendesak;

4) Perlu dibuatkan SOP serta surat/sosialisasi kepada Perangkat Daerah terkait
pengajuan usulan kajian/penelitian.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah Tahun 2022 ini disusun, dengan harapan bisa menjadi bahan
untuk pengambilan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran urusan
Penelitian dan Pengembangan pada masa yang akan datang, baik internal Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah maupun Pemerintah Kabupaten Buleleng, Pemerintah
Daerah Provinsi Bali, dan Pemerintah Pusat.










